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PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 () TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :  a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 148 ayat (4)
huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata
Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam
rapat paripurna  didahului dengan  permintaan
persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat
paripurna,

b. bahwa laporan hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran

2024, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal
25 Juni 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan
Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7059);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28)






LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 OTAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN
PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2024.

LAPORAN BADAN ANGGARAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah
menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul telah mentaati ketentuan peraturan tersebut dengan
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebelum batas akhir
waktu yang telah ditentukan.

Badan Anggaran DPRD bersama TAPD telah melaksanakan pembahasan dan
secara detail pembahasan dilaksanakan Komisi-Komisi DPRD bersama Perangkat
Daerah mitra kerja terkait serta hasilnya telah dilaporkan kepada Badan Anggaran
DPRD, maka akan disampaikan laporan badan anggaran dan persetujuan bersama
atas raperda tersebut. Hal ini sesuai dengan amanah ketentuan ayat (3) pasal 194
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa Persetujuan bersama
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 perlu
kami sampaikan sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan : Rp2.609.413.354.404,57

b. Realisasi Belanja : Rp2.616.013.652.966,71
c. Realisasi Pembiayaan
1) Penerimaan : Rp197.220.549.259,59
2) Pengeluaran : Rp16.700.000.000,00

d. SILPA : Rp173.920.250.697,45









GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 255 TaHumsN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 322 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai
kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan
Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk menguji
kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati/Walikota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,












LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 255 —TAHusN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  APBD DAN  RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

A.LEGALITAS

Evaluasi legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan
penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan Propemperda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024
berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor
34 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2024 mencantumkan 10 (sepuluh) raperda. Raperda yang
sudah mendapatkan nomor register dan ditetapkan menjadi Perda adalah
sebanyak 10 (sepuluh) Perda, yakni terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;



2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan;

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan
Pesantren;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan
Pelindungan Koperasi;

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perparkiran;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan
Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak
Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara;

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencara Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka memenuhi salah satu indikator Indeks Demokrasi Indonesia
yaitu Indikator Kinerja Lembaga Legislatif di Kabupaten Bantul, maka
Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan langkah-langkah perbaikan
dalam menyusun perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan
Daerah (propemperda) dengan memperhatikan tatakala penyusunan raperda,
pembahasan dan isu-isu yang menjadi pro kontra agar penyusunan
propemperda lebih terukur dan akuntabel.

Pemerintah  Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penyusunan
propemperda agar dikonsultasikan kepada Gubernur dan target terhadap
penyelesaian Perda dimaksud dalam tahun berkenaan agar disampaikan
secara merata pada masing-masing triwulan mulai dari triwulan I sampai
dengan triwulan IV serta mempertimbangkan batas waktu fasilitasi raperda
dilakukan maksimal akhir bulan November.

. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (T.A.) 2024 sebesar
Rp2.609.413.354.404,57 atau 101,45% dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.572.162.006.893,00. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud,
dengan rincian sebagai berikut:



1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan  Asli Daerah  T.A. 2024 sebesar
Rp638.567.864.259,57 atau 103,23% dari yang dianggarkan sebesar
Rp618.610.087.119,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah T.A. 2024 sebesar Rp295.769.695.358,90
atau 110,78% dari yang dianggarkan sebesar
Rp267.000.000.000,00. Realisasi Pajak Daerah T.A. 2024 lebih
tinggi dari realisasi Pajak Daerah T.A. 2023 sebesar
Rp269.918.537.186,00 meningkat sebesar Rp25.851.158.172,90
atau 9,51%.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2024 sebesar
Rp307.622.088.520,00 atau 95,03% dari yang dianggarkan sebesar
Rp323.698.865.552,00. Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2024 lebih
tinggi dari realisasi Retribusi Daerah T.A. 2023 sebesar
Rp42.382.506.560,80 meningkat sebesar Rp265.239.581.959,20
atau 625,82%.

Terhadap rekening Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
realisasi sebesar Rp32.010.568.000,00 atau 63,98% dari yang
dianggarkan sebesar Rp50.032.244.000,00, Pemerintah Kabupaten
Bantul harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas
kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi
kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan
berbasis teknologi.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A.
2024 sebesar Rp20.083.794.982,30 atau 99,43% dari yang
dianggarkan sebesar Rp20.199.694.868,00. Realisasi Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2024 lebih
rendah dari realisasi T.A. 2023 sebesar Rp20.515.070.732,29
menurun sebesar Rp431.275.749,99 atau 2,10%.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah T.A. 2024 sebesar
Rp15.092.285.398,37 atau 195,71% dari yang dianggarkan sebesar
Rp7.711.526.699,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2024
lebih rendah dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2023
sebesar Rp254.618.924.193,83 menurun sebesar
Rp239.526.638.795,46 atau 94,07%. Terdapat beberapa jenis
pendapatan yang menjadi catatan, antara lain:



(1) Jasa Giro pada Kas Daerah realisasi sebesar
Rp1.412.935.437,00 atau 513,79% dari yang dianggarkan
sebesar Rp275.000.000,00.

(2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
realisasi sebesar Rp6.318.170.841,49 atau 105,30% dari yang
dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00.

2) Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2024 sebesar
Rp1.968.055.104.226,00 atau 101,05% dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.947.551.919.774,00. Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2024
tersebut terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
sebesar Rp1.500.030.298.985,00 atau 101,34% dari yang
dianggarkan sebesar Rp1.480.202.221.302,00;

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar
Rp178.627.393.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan
sebesar Rp178.627.393.000,00;

c) Pendapatan Transfer - Antar Daerah sebesar Rp289.397.412.241,00
atau 100,23% dari yang dianggarkan sebesar
Rp288.722.305.472,00.

3) Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah T.A. 2024 sebesar
Rp2.790.385.919,00 atau 46,51% dari yang dianggarkan sebesar
Rp6.000.000.000,00, yakni rekening Pendapatan Hibah dari
Pemerintah Pusat realisasi sebesar Rp2.590.000.000,00 atau 43,17%
dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00. Ke depan, di
dalam perencanaan target anggaran pendapatan agar dilakukan
secara lebih cermat.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud di atas,
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya realisasi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dengan capaian lebih dari 100% (seratus
persen), ke depan agar dipertahankan dengan tetap memperhatikan
penetapan target pendapatan berdasarkan potensi pendapatan
daerah.

b. Terhadap nomenklatur jenis Retribusi Daerah, terdapat target dan
realisasi retribusi dari jenis Retribusi Daerah yang sudah tidak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta
turunannya, antara lain Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi
Pengolahan Limbah Cair, agar segera dilakukan penyesuaian.



. Penetapan target pendapatan agar memperhatikan realisasi tahun
sebelumnya sehingga anggaran pendapatan dapat dioptimalkan untuk
membiayai alokasi belanja bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut
sesuai dengan Pasal 327 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan
pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan
Daerah agar memperhatikan laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan Pasal
160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat agar disesuaikan dengan
alokasi yang tercantum dalam informasi resmi melalui portal
Kementerian Keuangan yang dipublikasikan dan informasi resmi
lainnya dengan mencermati kebijakan Pemerintah Pusat terkait
transfer pada Pemerintah Daerah.

. Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah melalui
BUMD di Kabupaten Bantul. Pembinaan terhadap BUMD agar lebih
dioptimalkan untuk mengarahkan BUMD menjadi lebih bermanfaat
bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan
kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

. Terhadap realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang
Pemerintah Daerah sebesar Rp6.318.170.841,49 atau 105,30% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00, ke depan agar
dianggarkan secara lebih realistis, mengingat pendapatan dari
penempatan uang dimaksud bukan merupakan sebuah tujuan untuk
memperoleh pendapatan daerah, namun guna pemanfaatan idle cash.

Dalam hal ini, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah
dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek
atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang
tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan
kualitas pelayanan publik. Dana yang digunakan adalah dana yang
benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash) dan
harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31
Desember sesuai dengan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan kas daerah dalam
bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD
yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah dan
dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah sesuai dengan
Bab V butir B.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.






c) Belanja Tidak Terduga (BTT)

Realisasi Belanja  Tidak  Terduga  T.A. 2024 sebesar
Rp7.518.166.014,00 atau 24,99% dari yang dianggarkan sebesar
Rp30.083.577.116,00.

Gambaran Belanja Tidak Terduga T.A. 2024 dari perencanaan
sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING APBD PERUBAHAN APBD REALISASI APBD

BTT Rp48.961.912.720,03 Rp30,083,577,116.00 Rp7.518.166.014,00

2) Pada T.A. 2024, terdapat catatan terhadap belanja subkegiatan pada
beberapa OPD, yakni antara lain:

a) Dinas Lingkungan Hidup

Kode  rekening 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.2.11.04.2.01.0004
Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) realisasi
sebesar Rp2.035.630.554,54 atau 118,44% dari yang dianggarkan
sebesar Rp1.718.717.500,00.

b) Dinas Pariwisata

Kode rekening  3.26.3.26.0.00.0.00.01.0000.3.26.02.2.03.0004
Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
realisasi sebesar Rp3.138.532.856,69 atau 42,53% dari yang
dianggarkan sebesar Rp7.380.021.000,00.

c) Sekretariat DPRD

1) Kode rekening 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.4.02.02.2.01.0003
Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
realisasi sebesar Rp130.273.750,00 atau 22,26% dari yang
dianggarkan sebesar Rp585.150.250,00.

2) Kode rekening 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.4.02.02.2.02.0003
Subkegiatan Pembahasan APBD realisasi sebesar
Rp1.380.676.400,00 atau 32,65% dari yang dianggarkan
sebesar Rp4.228.623.500,00.

3) Kode rekening 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.4.02.02.2.06.0002
Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD realisasi sebesar
Rp424.773.200,00 atau 37,25% dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.140.304.000,00.

Optimalisasi Belanja Daerah agar diupayakan mendukung
tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, antara
lain melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang diwujudkan
dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur
daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan
masyarakat khususnya masyarakat miskin dan marginal;



2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala
Daerah agar menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD melalui
Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola
BLUD. Pelayanan kepada masyarakat meliputi penyediaan barang
dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan dana khusus untuk
meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat,
dan/atau pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum;

3. Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperhatikan Lampiran
butir D.2.b.1), D.2.b.3), D.3.a, D.3.b, D.3.c Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;

b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang,
belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

c. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1) berwujud;

2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

d. Dalam hal tidak memenuhi Kkriteria batas minimal kapitalisasi
aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas
minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada;

e. Aset tetap dianggarkan Belanja Modal sebesar harga perolehan.
Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;

4. Pemerintah Kabupaten Bantul agar mencermati kembali terkait
dengan ketentuan terhadap perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.



Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas
beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja
Tidak Terduga agar dihitung secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan
adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta
amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud
pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat
termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah
Kabupaten Bantul harus mencantumkan kriteria keadaan darurat
dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah tentang APBD
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keadaan darurat meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/ atau masyarakat.

c. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer T.A. 2024 sebesar Rp356.026.220.783,00 atau
99,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp356.777.615.599,00. Realisasi
Belanja Transfer tersebut, antara lain terdiri dari:

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kalurahan
terealisasi sebesar Rp35.620.232.553,00 atau 99,98% dari yang
dianggarkan sebesar Rp35.625.921.569,00;









